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Data Umum Organisasi
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang
dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut
untuk menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan
demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator
kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi
atasnya bahkan dengan perencanaan nasional.

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai
berikut :

~ Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja yang baik.

- Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja.

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi
pemerintah yang meliputi Kementrian Koordinator / Kementrian Negara / Departemen /Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain
yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah
Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga
penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan dengan baik dan
penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di dalamnya. Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU} instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupkan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja
keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / Departemen / LPND /
Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga.

2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eleson I adalah indikator
hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dani keluaran {output)
unit kerja yang ada dibawahnya.

3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)} pada unit kerja setingkat Eleson Il/Satuan



Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak
hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja saja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan
instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang
memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap
ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit
kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap
harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta
dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya
sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional
dapat tercapai.

Dasar Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II.
Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan dan penetapan Reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang muat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid
).

b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum.

¢. Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II 2025-2029.

d. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II yang
diamanatkan oleh undang-undang.

. SOP (Standart Operating Procedure) Pengadilan Negeri Sanggau Kelas 1L

f. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

g. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil

bagi penyelenggaraan peradilan.

2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sanggau Kelas 11

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri
Sanggau Kelas II, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan
(stakeholders) baik secara lansung maupun tidak langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja
Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup
memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja
Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satua kerja organisasi antara lain :

a. Spesifik



b. Dapat dicapai

¢. Relevan

d. Menggambarkan keberhasilan

e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :
a. Perencanaan jangka menengah
b. Perencanaan tahunan

Penyusunan dokumen penetapan kinerja

e o

Pelaporan akuntabilitas kinerja

e. Evaluasi kinerja

]

Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama

dalam matriks sebagai berikut :



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NOMOR : {524/ KPN/SK.OT.1.6/X/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGER!I SANGGAU

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - undang No. 59

Mengingat:

£ B 7 9 &

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (2025-2045), maka perlu Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengukur
keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang
ditetapkan;

Bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama
berlandaskan pada peraturan Mentri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sanggau tentang Penetapan Reviu
Indikator Kinerja Utama

Undang — Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang -~ Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional {2025-2045);

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimane telah diubah dan ditambah dengan
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Peerintah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

11.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana Tercantum dalam
lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dalam meyusun
rencana Kinerja, perjanjian Kinerja dan peyusunan Laporan
Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

Bahwa penetapan Reviu indikator Kinerja Utama ini bertujuan
untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada mahkamah Agung
dan Pengadilan Negeri Sanggau agar tetap memiliki Indikator
Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja,
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekelirman
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Keiua Pengadilan Negeri Sanggau




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAR
AGUNG REPUBLIK INDONESIA

: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

NOMOR

TANGGAL : 31 Oktober 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

v

Tujuan 1 : Mewnjudkan Badan Peradilan yang Mandirl dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

1.

Terwujudnyz
peradilan yang
efekuif
transparan,
akuntabel,
responsifdan
modern

1.1 Persentase
penyelesaian
perkara
secars tepat
wakdu

Jumiah perkara yang diselesaikan tepat waktu

=" Juiiah perkara yang dvselesaiian x100%

Catatan :

1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat
waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor
register hingga perkara di minutas! sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Umtuk perkara yang proses pemanggilannya telak ditentukan cleh
peraturan perundang-undangan sepert panggilan tergugat melalui
media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak tenmasuk
datam perhitungan indikator ini.

3. Jumiah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus
diselesaikan {sisa awal tahun dan perkara yang masuk).

4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun
Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya,

Dasar Hukum :

+ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggalld
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat|
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat} Lingkungan Peradilan.

¢« Peraturan perundang-undangan atau kebfjakan terkait yang
mengatur batas waktu penyelesaian perkara,

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

1.2 Persentase
penyediaan/
pengiriman

jumtah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para

Jumlah perkara yang diputus

x100%

Panitera

Laporan
Bulanan dan




sampal diterima oleh para pihak;
b. Kinerja pemberitahuan isl putusan dengan metode pengiriman
elektronik dihiteny sejak pemberitahuan s

salinan putusan| Catatan : Laporan
tepat waktu 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, Kinerja Tahunan
oleh pengadilan dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya
tingkat pertam salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada
kepadapara perkara konvenstonal dikurangl tenggang waktu penyelesaian
pihak putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hart.
2. Kinerfa pengirtman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai
pengadilan  tngkat pertama yang  dilakukan secara
konvensionai/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Kinerja pengiriman sallnan putusan melajui jurusita dihitung
sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan
diterima oleh para pthak;
b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman
elektronik dihitung pada hari dan tanggal vang sama dengan
pengucapan putusan;
¢. Kinerfa pengiriman salinan putusan wmelalui  surat
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai
dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak
1.3Persentase jurnlah pemberitabuan petikan atau amar putusan tingkat bandingkasasi Panltera ;I]’:;:ﬂ dan
Pengl:;l:i“t:l:i PK yang disampalkan kepada para pihak secara tepat waktu Laporan
xm u fumlah petikan atau amar putgislzn banding, kasasi dan PK yang diterima x100% Tahunan
petikan/am- penga n pengaju
ar putusan
tingk at Catatan : )
banding, 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara
kasast dan PK konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagal
secara tepat berilut:
waktu oleh a  Kinerfa pemberitahuan isi putusan melalul jurusita dihitung
pengadilan sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengafu




pengaju kepada
para plhak

putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan

melalul domisili elektronik para pthak;

¢. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalul surat
tevcatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isl
putusan  diterima  pengadilan  pengaju  sampal
disampaikan kepada para pihak.

2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara
konvensional/elelarontk/surat  tercatat dengan penjelasan
sebagai berikut:

a. HKinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita
dihitung sejak petikan ist putusan diterima pengadilan
pengajue sampai diterima oleh para plthak;

b. Kinerja pengiriman petikan isf putusan dengan metode
pengiriman elektronik dihitung sejak petikan st putusan
diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melaluf
domisili efektronik para pihak;

¢ Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat
tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan
diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada
para pthak. {dikecualikan untuk penyarpaian petikan /isi
putusan Banding, Kasasl dan PK untuk para pihak yang
berada di ivar negeri melalui prosedur rogatori. Para
pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan
Terpidana

(dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)

i.4 Persentase Panitera Laporan
pengiriman salinan jumiah salinan putusan yang dikirimkan kepada para Bulanan dan
putusan perkara o pihaksecaratepatwaktu ., 400% Laporan
pidana tingkat Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang Tahunan
banding, kasasi dan diterima pengadilan pengafu
PK tepat waktu
oleh pengadilan

Catatan :

Kinerja pengiriman salilnan putusan perkara pidana secara
konvensional/eleltronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai
berikut:

a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihiting sejak
salinan putusan diterlma pengadilan pengaju sampal
diterima oleh para pthak;

b, Kineria salinan putusan dengan metode pengiriman
elektronik dihitung selak salinan  putusan  diterima




pengaju kepada pengadilan pengaju sampal dikirimkan melalui domisili
para pihak elektronik para pihak;
c. Kinerje salinan putusan melahsi surat tercatat/pihak
ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan
pengaju sampal disampaikan kepada para pihak.
d. Para plhak temasuk penuntut umum, terdakwa dan
terpidana
1.5 Persentase Panitera Laporan
pirtusApETgaian Jumish _?:rt;s;in yang diunggah pada divektori putusan x 100% Bulanan dan
putusan yang telah diminuatasi Laporan
yang diunggah pada T al’;ﬂ nan
direktori putusan Catatan :
Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan
tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori
putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi
Pasar Hukum :
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
144/KMA/SK/VIIT/2022 te
ntane Standar Pelayvanan Informasi Publik di Pengadilan
6 Pessentase jumlah permohonan eksekusi putusan perdata Pasijzea ';:111):“1—:: dans
penyelesalan
permohonan e e YANG diselusaikan 00% Laporan
Jumiah putusan perdata yang x1 Tahunan
eksekaisi putusan dimohonkan eksekusi
perdata
Catatan :
Permohonan eksekusl yang diselesaikan melputi;
a. Berhasil dilaksanakan slsekusi;
b.  Dicabut; dan
¢ Dicoret darl register termasuk non executuble
1.7 Persentase .| Jumlah perkarayang berhasil diselesatkan Panitera :ﬁ:::: dan
perkara yang berhasil melalui pendekatan keadilan restoratif Laporan
diselesatkan melalui Jumlah perkara yang memenubl Kriteria penerapan X 100% T ﬁ
pendekatan anunan
pendekatan keadilap restoratif
Catatan :
1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan
ketentuan sebagai berikut:




keadilan restoratif

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana
ringan atau kerugian Korhan bernilal tidak lebih dari
Rp2.500,000,00 (duz juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak
lebity dari upah minimum provinsi setempat;Kinerja salinan
putusan dengan metode pengiriman elektironik dihitung
sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai
dikirimkar melalul domisili elektronik para pihak;

b.  Tindak pidana merupakan delik aduan;

¢. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5
{ima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan,
termasuk tindak pidana linayat menurut qanun;

d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak
berhasil;

e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kefahatan.

2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratlf

dalam hal:
a. Korban atau terdakwa menclak untmk melakokan
perdamaian;

b. Terdapat relasi kuasa;

c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun
waktu tiga tahun sejak terdalowa.

3. Keberhasilan perkara keadilan restoratf berdasarkan PERMA

teriait keadilan restoratif:

a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.

b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;

¢. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana
pengawasan dan pidana kerja sostal;

1.B Persentase ; Panitera ;a];:ran da
be! 3] ; % 100% ulanan dan
gfs]:?;ggﬁ mel;l;?usi Jurnlzh perkara yang wajtb dilakukan mediasi Laporan
Tahunan

mediasi

Catatan :
1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:
a, Perkarayang berhasil didamaikan seluruhnya dengan
akta perdamaian atau pencabutan perkara;
b. Perkara yang berhasil didamatkan sebagian.
2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang
dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.




3. jumlah perkara yang wajlb dilakukan mediasi tidak
termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi

karena ketidakhadiran salah satu pihak

1.9 Persentase Jumiah perkara anak vang berhasil diselesaikan secara diversi Panitera Laporan )
perkara anak yang 1 x Bulanan dan
berhasil ooﬁs’mlah perkara anak yang telah selesal proses diversi Laporan
diselesaikan Tahunan
mejalul divers} Catatan :

1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah
diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat
untuk dilaksanakan diverst dan telah selesai proses
musyawarah diversi

2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat divers! adalah
perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah
7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pldana;

3. Keberhasilan diversi perkara anak yattu adanya penetapan
diverst berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan,

4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses
diversi adalah telah mencapai
musyawarah,/ berunding/berembuk

1.10 Persentase perkara Jumlah perkara perdata tingkat pertama Panitera Ep o

perdata tingkat — Bulanan dan
pertama yang jumlah perkara perdata tingkat pertama x100% Laparan
menggu- nakan e- yang diajukan Tahunan
Court

Catatan :
1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah
perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-
Court dan perkara perdata ysng disjukan secara
konvensional,
2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang
diajukan sama dengan didaftarkan
Dasar Hukum:
¢ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun
2619 tentang Administrast Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektrontk
»  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/SK/XIT 2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara
Elektronik




berikut;
1.

HNenhkunN

Persyaratan;

Sistem, mekanisme dan prosedur;
Waktu penyelesatan;

Blaya/tarif

Produlk spesifikasi jenis pelayanan;
Kompetensi pelaksana;

Parilaku prlaksana;

111 Persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektranik Panitera Laporan
perkara pidana e e MR x 100% Bulanan dan
yang dilimpahkan jumlah perkara pldana yang dilimpahkan Laporan
szcara elektronik Tahunan
{e- Berpadu) Catatan :

1. Untuk mengulur persentase jumlah perkara pidana yang
dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu

2. Pelimpahan perkara pidana meliputl jumiah perkara pidana
yang dilimpahkan secara elektronlk melalul e-Berpadu dan
perkara pidana vang dillmpahkan secara konvensional

112 Persentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektrontk Enitera ;’?}?;::2 dan
i’a‘_]gl;i:‘nyirgkara jumlah layanan perkara pidana x100% Laporan
diajukan secara Tahunan
elektronik (e- Catatan :

Berpadu) i. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana
vang diajukan secara elektronik melalui s-Berpadu selain
pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan,
perpanjangan penahanan, dil}
2. Jumlah Jayanan perkara pidana meHputi jumiah layanan
perkara pidana masing-masing Jayanan yang diajukan secara
elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara
konvensional
2. Meningkatnya 2.1 Indeks kepuasan Paniteradan Laparan
Tingkat pengguna Jayanan I Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Sekretaris Tahunan
Keyakinan dan pengadilan
Kepercayaan berdasarkan
Publik standar layanan Indeks inf bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari
yang ditetapkan keadilan terhadap standar layanan pengadiian dengan kriteria sebagat




8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9, Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagat berikut:
1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum

(posbakum);

2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung
pengadilan;

3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya
perkara (prodeo);

4.  Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan
berhadapan dengan hukum;

5. Kepuasan para plhak dalam perkara penyandang
disabilitas berhadapan dengan hukum,

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:
1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduarn;
4. Pelayanan permchonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. | Terwujudnya 3.1 Indeks Catatan : Sekretarls Laporan
Manajemen Profesionalitas Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Slpil Negara {IP ASN) terdiri dari: Tahunan
Peradilan yang Aparatur Sipil 1. Kompetensi {40%)

Transparan dan Negara (IP ASN) 2. Kinerja [3096)
Profesional Satuan Kerja 3. Kuoalifikasi {25%)
Pengadilan 4. Disiplin {5%)
Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
13,2 Nilai Indilator Catatap : Sekretaris Laporan
Kinerja Pelaksanaan | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: Bulanan,
Anggaran (TKPA) Revisi DIPA (10%) Semester,
Satuan Kerja Penyerapan Anggaran [20%) g;[wu]an,
n
Pengadiian DIPA (01) Penyelesaian Tagthan (10%} Tahunan

Dispensasi SPM [menjadi pengurangan nilai IKPA}
Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)

Belanja Konuaktual (10%)

Pengelolaan UP dan TUP (10%)

Capaian Qutput (25%])

FEmepn O




Nilal kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja
tahun berjalan.
Pasar Haokum :

Pzraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-
5/PB/2024 ientang Petunjuk Teknis penilalan Indikator Kinerja
Pelaksanaan Angparan Belanja Kementerlan Negara/Lembasa

- Agregasi Capatan RO Satker [30%)
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efislensi satker
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran
kinerja
tzhun berjalan.

13,3 Nilal indikator Catatan : Sekretaris Laporan
Kinerja Pelaksanaan | Nilal Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdici dari: Butanan,
Anggaran {IKPA) a. Revisi DIPA (10%) Semester,
Satuan Kerja b. Penyerapan Anggaran (20%) Triwulan, dan
Pengadilan DIPA ¢. Penyelesaian Tagihan {(109%) Tahunan
(03} d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilat IKPA)

e. Deviasi Hal. 3 HPA {15%)
f. Belanja Kontraktual (10%)
£ Pengelolaan UP dan TUP (10%)
h. Capalan Qutput (25%)
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja
tahun berjalan,
Dasar Hukum : )
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Kevnangan
Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaca

i.4 Nilai Kinerja Catatan : Sekretaris Laporan
Perencanaan Nilal Kinerja Perencanadn Anggaran: Bulanan,
?;ﬁgaran DIPA a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: .‘f;mg'

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (259%) dan ’
- Agregasi Capalan 1KP Unit Eselon I (25%) Tahunan

Indikator Kinerje Utama Pengadifan Negeri Sanggaeu

Sanggau, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau




perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pentelolaan Barang Milik Negara/Daerah

15 Nilal Kinerja Catatan : Sekretaris Laporan
Perencanaan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaramn: Bujanan,
?aqg]garan DIPA ¢ Efektifitas dengsn nilal 75% yang terdiri dari: ,?;:_::‘vf;:;

-  Capalan Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) dan '
- Agregasi Capalan JKP Unit Eselon | (25%) Tahunan
- Agregasi Capaian RO Satker (30%)
d. Efistensi 25% yaitu agregasi ntlai efisienst satker
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran
klnerja
tahun berialan

3.6 Nitai indikator Catatan : Sekretaris Laporan
Pemgelolaan Aset Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerfa untuk mengukur Tahunan
(IPA) Satuan Kerja | kualitas tata kelola barang milik negara Aplikasl E-
Pengaditan Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun Sadewa,

berjalan SIMAN,
Dasar Hukum : MonSAKTI,
s Keputusan Menter! Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang dan Laporan
Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Realisasi
» Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Anggaran




